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BAB V 

Penutup 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, 

penulis menarik kesimpulan bahwa: 

a. Hak privasi merupakan hak fundamental. Sehingga harus dihormati dan 

dihargai, sekalipun hak privasi bukanlah non-derogable rights maupun 

hak absolut. Kemunculan teknologi drone membawa berbagai 

kemudahan, bahkan baru-baru ini masyarakat sudah mulai 

menggunakan drone untuk bekerja ataupun untuk menyalurkan hobi. 

Walaupun hingga saat ini belum ada ketentuan yang membatasi 

penggunaan drone terhadap hak privasi seseorang, tetapi dalam 

penggunaannya drone harus tetap menjaga agar tidak melanggar hak 

privasi seseorang karena sebagaimana hak privasi adalah hak 

fundamental, setiap orang tetap harus menghargai dan melindungi agar 

tidak terjadi pelanggaran. 

b. Drone memiliki kelebihan untuk mengintai seseorang dengan resiko 

diketahui oleh target sangat kecil, mengambil informasi tanpa harus 

memperlihatkan wajah atau identifikasi pengguna drone, hal ini 

menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi seseorang. Pelanggaran 

hak privasi oleh drone terjadi ketika drone memasuki ruang privat tanpa 

seizin orang tersebut dan/atau mengambil gambar atau merekam video 

seseorang yang sedang berada dalam ruang privatnya. Ruang privat di 

sini adalah ruang atau tempat di mana seseorang mengharapkan adanya 

privasi seperti contohnya kamar tidur, kamar mandi. Pengaturan 
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mengenai penggunaan drone terkait hak privasi seseorang secara 

khusus memang belum diatur. Namun demikian jika terjadi pelanggaran 

hak privasi, peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan 

terhadap hak privasi seseorang. Pelanggaran terhadap hak privasi 

seseorang dapat digugat secara keperdataan dengan dasar pasal 1365 

KUHPerdata atau dikenakan sanksi pidana dengan dasar pasal 167 ayat 

(1) KUHP. 

2. Saran 

Drone memiliki kelebihan untuk mengintai seseorang dengan resiko diketahui 

oleh target sangat kecil, mengambil informasi tanpa harus memperlihatkan wajah 

atau identifikasi pengguna drone, hal ini menimbulkan potensi pelanggaran hak 

privasi seseorang. Pelanggaran hak privasi oleh drone terjadi ketika drone 

memasuki ruang privat tanpa seizin orang tersebut dan/atau mengambil gambar 

atau merekam video seseorang yang sedang berada dalam ruang privatnya. Ruang 

privat di sini adalah ruang atau tempat di mana seseorang mengharapkan adanya 

privasi seperti contohnya kamar tidur, kamar mandi. Pengaturan 
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